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ABSTRAK

Penertiban pengemis khususnya di Kota Pontianak sangat diperlukan, mengingat masih adanya pengemis yang
beroperasi di tempat-tempat umum, yang kemudian mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Peraturan
Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Pasal 41 ayat 1b. Penertiban pengemis
ini pada dasarnya telah dilaksanakan, namun_sesingkali dal'am. pel aksanaannya muncul ketidaksesuaian antara
koordinas dan pembagian tugas yanget&fah disepakati. PenuliSamwartikel ini bertujuan untuk mengetahui
efektivitas koordinasi dan pemgagiéh tugas dalam proses pelaksanaan, kebijakan penertiban pengemis.
Pendekatan yang digunakan merupakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil pefielitian ini menegaskan bahwa
pel aksanaan koordinag;_,aﬁﬁ pembagian tugas yang dilakukan oleh Dinas Sosial™dan Tenaga Kerja Kota
Pontianak beserta Sattian Polisi Pamong Praja Kota Pontianak ‘masih belum efektif, sehifigga disarankan untuk
dilakukannya gmyeﬂJaian dalam pelaksanaan penertiban pengemis yang berpedoman pada 'S:apdar Operating
Procedures (8OP) yang ada, serta perlu lebih diintensifkannya koordinasi antar dinas-dinas yangtfe[libat dalam
implementaSi penertiban pengemis di Kota.Pontianak. Melalui penulisan ini, agar proses penerti bari“pgngemis
terus dilékukan, sehingga dapat tercapainya Kota Pontianak yang kondusif dan bebas dari pengemis. Wy
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fii:. ABSTRACT 7
Beggars con?g_olling particularly-in Pontianak City is very-essential to be implemented since there are a number
of beggars who wander in public places. These beggars’ activities indicate a violation of lfocal Rule of
Pontianak City Number 1 of 2010-as regardsof publicorderArticle 41 verse Ih. Basically, beg@ars controlling
have been carried'eut nevertheless in redlity it often creates a discrepancy between coordinatjon and division of
labor that has been éig(reed upon. The purpose of this study is to investigate the effectivenessof coordination and
distribution of duties in thespracess of beggars controlling policy implementation By employing descriptive
qualitative analysis approach. The fierirES'indi-cate thai-the-eoerdination and distribution of duties carried out
by the Department of Social Welfare and Labor of Pontianak City as well as Pontianak Civil Service Police Unit
is still ineffectual. The implementation of beggars controlling with Standard of Operating Procedures (SOPs)
should be performed appropriately and coordination among agencies involved in the implementation of beggars
controlling in the city of Pontianak also need to be intensified. Hopefully this research will be beneficial for
beggars controlling in Pontianak city.

Keywords: coordination, distribution of duties, effectiveness
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A. PENDAHULUAN

Larangan untuk mengemis atau menggelandang
sudah diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-
3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran. Dalam upaya

menanggulangi  gelandangan dan  pengemis
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan
Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang

l'.-F'
Penanggulangan Gelandangan dan Pengeml,s éPP

31/1980),
gelandangan dan pengem _¢§11"uga terdapat dalam
Peraturan Kepala Poludr ’f?epubhk IndonesiaNo. 14
Tahun 2007 te_ntang Penanganan 'Gelandangan dan
Pengemis _(_Pér“kapol ri 14/2007).

Tidak
mewujudkan _Kota Pontianak yang bérsih dari

serta  pengaturan Lam terhadap

ingin - kétinggalan, sebagai [jpaya

pengemis, Pemerintah Kota Pontianak Juga telah —

=

Pada dasarnya, konsep koordinasi dan pembagian
tugas diantara Dinas terkait ini sudah cukup baik,
namun karena dalam pelaksanaannya terjadi
ketidaksesuaian maka mengakibatkan munculnya
tumpang tindih dalam proses implementasi
penertiban pengemis.

Pihak Dinas Sosial Kota Pontianak dan Satuan

Poliss Pamong Pragja Kota Pontianak seharusnya

=sberkoordinasi secara intensif dan tentunya dengan

mengjghhaka_g‘ prosedur administrasi yang resmi,
namun fakta .);;'ﬁgttgg;adi adalah seringkali pihak
Dinas Sosial Kota Por;'c_i‘énak berkoordinasi hanya
melalli © han Tidak*s,2da  salahnya
memanfaatkan teknologi -yang ada, hamun tentu
tetap ~harus tertib administrasi. Dalam _ hal

handphone.

pemkiégian tugaspun secarajkonsep sudah cﬁkgp
baik, yakni Dinas Sosial Kota Portianak bertugas

'.'melakukan pembinaan dan pemulangan ke daerah.

nknetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak e &5 terhadap pengemis yang telah berhasl dljarlng

Nqnor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua |

Atés Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004
tentang Ketertiban Umum, yang mengatur p'uF

" dan, Satuan Polis Pamong Praja Kota Pontianak

bertugas melakukan penertiban dalam.bentuk razia
.t

( "jaringan) pengemis. Namun juga muncul

mengéna| permasalahan pengemis ini, yaitu p:i]a |. ﬁ{t;daksesualan karena yang terjadi adalah

Bab IX‘_LF ertib Sosial Pasal 41 (1b) yang berbunyi:
setiap orang atau badan dilarang meminta-minta
belas kasiﬁ'an orang lain atau mengemis di rumah

1 y :
ibadah, perkantoran, jalan umum; di-persimpangan  ~

jdlan yang tefmasuk daerah ‘milik jalan. yang
terdapat traffic I-.fgbt atau terhpat-tempat umum.
lainnya di dalam wilayah daerah. Dalam Peraturan
Daerah tersebut pula tercantum secara tegas sanks”
bagi para pelanggar peraturan tersebut yaitu pada
Bab X, Ketentuan Pidana, Pasal 45 ayat (1).
Masalah mengenai penertiban pengemis yang
terjadi di Dinas Sosiad dan Tenaga Kerja Kota
Pontianak dan Satuan Polis Pamong Prgja antara
lain adalah koordinasi dan pembagian tugas dalam
proses penertiban pengemis yang kurang optimal.
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i_?‘

seringkali pengemis yang telah berhasil dljarmg
kemudian—hanya dipulangkan begitu Sajéll tanpa
mel ewan tahap pembinaan. ."I

Fokus permasalahan Efekt|V|tas, Koordmas

.dan_PembagianTugas dalam Pros§ Implementasi

Kebijakan Penertiban Pengemis;bleh Dinas Sosial
Kota Pontianak b&er_ta‘_Satum'ul_Dolisi Pamong Praja
KOO ek, Rumusan masalah: Bagaimana
Efektivitas Koordinas dan Pembagian Tugas
dalam Proses Implementasi Kebijakan Penertiban
Pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosia Kota
Pontianak beserta Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pontianak?. Tujuan yang ingin dicapai melalui
penulisan artikel ini adalah untuk mengungkapkan
dan menganalisis koordinasi dan pembagian tugas
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dalam proses implementasi kebijakan penertiban

pengemis di Kota Pontianak.

B. KAJIAN PUSTAKA
TEORI IMPLEMENTASI
PUBLIK

Kehijakan publik adalah salah satu kajian dari
[Imu Administras Publik yang banyak dipelgjari
oleh ahli
Sebagai suatu disiplin ilmu,

KEBIJAKAN

IImu Admtmstras
Publik mempunyai beberapa dJmehs pokok yang
satu diantaranya adal arljlg,ebﬂ';kan Publik, Menurut
Wilson (dalam Wghafi'. 2012:13)-yang meruruskan
kebijakan publik sebagai berikut:

“ﬂ"r{_dakan tindakan,

J.w‘ pernyataan-pernyataan

F mengenai © masalah-masalah
Iangkah-langkah yang tela-ﬁfsedang
diambil (atau gagal diambil)

tujuan-tujuan, dan
pemen intah

", tertentu,

untuk ~

dii'mplementasikan dan  penjelasan-
penjelasan yang diberikan oleh merekal
mengenai apa yang telah terjadi (
tidak terjadi)”.

Brdoks (dadlam Public Policy and Publ|c
Partici plmon Engaging Citizens and Community in
the Devek)pment of Public. Policy, 2003:5)
menegaskan‘i?ahwa B

“Pubhc policy is the broad framework of
ideas and values within which' decisions
are take, and action, or inaction, is.
pursued bysgovernments in relation to
some issue or problEm .

————

kebijakan publik merupakan keputusan atau
pilihan tindakan secara langsung yang berkaitan
dengan kepentingan publik (umum), juga adalah
tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang
dibuat oleh pemerintah dengan melewati tahapan-
tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut

Ripley (dadam Subarsono, 2010:11) adalah
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serta ilmuwan Administrasi Publlk —

1 )

penyusunan agenda, formulas dan legitimasi
kebijakan, kebijakan, evaluasi
terhadap kinerja dan dampak

implementasi
implementas,
kebijakan serta kebijakan baru yang dihasilkan.
Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino,
2008:139) yang mendefinisikan
kebijakan sebagai berikut:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh individu-individu atau pejabat-
pej abat atau kelompok-kelompok
1 pemerintah atau swasta yang diarahkan
™. pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
‘digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan”.
e ™

Berdasarkan permas_éTéhg.r] dan perkembangan

implementasi

teori kebijakan'publik yang teluf:ih -djlpaparkan, teori
yang paling relevan untuk menganal.itﬁ's,lﬁoordi nasi

dan pefhbagian tugas dalam. proses impi:émentasi
kebijé-\kan penertiban pengem_is di Kota PontigT\ak
adalah teor| Lineberry. d
Llneber'ry sebagaimana diungkapkan oleh Putra
I (2003:81) adalah: (1) pembentukkan unlt organisasi
1l baru dan staf pelaksana, (2) penjabaran tujuan ke
dalam berbagai aturan pelaksanas(SOP), (3)
-'gbrdmas berbagai sumber dan pengel uaran

Inti~dari pemiki raﬁ'

I1 - wl;ﬂpeda kelompok sasaran;pembagian tugas di

Iy dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana,

(4). pengalokasian sumber-sumber untuk mencapaj
tujuan. ."v
Dengan adanyapendman ini d|harapkan proses
I,lmplementas kebijakan penerti ban pengem|s dapat
terus dioptimalkan serta dlmal,k‘an dengan konsep
yang telah dls'e‘paalga_t_l —r-%cara Teoritis  hasil
pendliti an ini (-ji'r;arapkan dapat memperkaya kajian
ilmu kebijakan publik khususnya tentang proses
kebijakan  publik
digunakan sebagai kajian referensi untuk penelitian

implementasi dan dapat

sgenisnya.  Sedangkan secara praktis hasl
penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
bagi pengambil kebijakan di Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Pontianak beserta Satuan Polis
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Pamong Praja dan dapat menjadi masukan bagi
warga masyarakat umum dan pengemis agar dapat
ikut dalam

implementasi peraturan tersebut.

berpartisipasi mensukseskan

C. METODE PENELITIAN

Agar terpenuhi atau diperoleh data tentang
koordinasi dan pembagian tugas di antara Dinas
Sosial Kota Pontianak dan Satuan Polis Pamong

Prgja Kota Pontianak, maka dalam penelitian ini, e

peneliti memilih menggunakan metodg_ .per'lél'i-t"i'an
kualitatif yang bersifat d%kripﬁ.it“’ééhingga data
yang terkumpul berber:’_[‘yk“ki;t’a-kata atau gambar,
dan tidak menel§aﬁfién pada. angka:: Diperjelas
dengan untuku'fﬁénggunakan beberapa teknik dari
Nonprobablhty yaitu; purposive dan ireidental
sebaga penunjang untuk melengkapi data. Adapun
tg:_knlk data adalah,

pengumpulan dengan

Wawancara, observasi dan dokumentasi. . —

.’I Dalam penelitian ini teknik analisis data yang _
dlgunakan peneliti adalah merujuk kepada M|Ies |
dari Huberman (dalam Sugiyono 2013:246) yanq
mengemukakan bahwa aktivitas dalam anali§is

concluﬁon drawing/verification. Dalam penelltlan "r
ini d|g?inakan triangulas  teknik, yakni untuk '-_?‘
menguji k{ed|b|lltas data dilakukan dengan cara
mengecek dﬁgta kepada sumber_yang sama dengan
teknik yang be_rrbeda Daam hal ini, data yang
diperoleh dengan, wawancara,” selanjutnya dicek
dengan hasil observgsix.d_qn:quumentasi .
s

-

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Koordinas

Koordinass merupakan cara yang sangat
diperlukan dalam implementasi suatu kebijakan
publik yang ada. Semakin bak perlaksana
kebijakan dalam berkoordinasi, maka akan semakin
baik pula komunikasi yang terjalin diantara mereka
sehingga
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menciptakan  suasana  lingkungan

K

data,"',yajtu data reduction, data display d "-1

organisasi yang kondusif serta kesalahan-kesalahan
akan sangat kecil untuk terjadi,
sebaliknya.

Daam hal Kketertiban
mengenai penertiban pengemis di tempat umum di
Kota Pontianak, maka Kepala Seksi Rehabilitasi
Sosial Kota Pontianak menyatakan bahwa

“dalam menertibkan pengemis itu kita
bekerjasama dengan satpol pp kota
pontianak, kami biasa meminta bantuan
mereka juga, karna kami biasanya cuma
“®w,_ menertibkan yang ada di lampu merah, ya
‘yang_kelihatan saja gitu, kan ndak enak
kalau"&ea, tamu yang datang trus ngeliat
ada banyak‘rggpeng di lampu merah,
karena juga mstrlaks dari pak wali bulan
Februari Ponnanak"udah harus bersih
dari 'gepeng, nah kalau® wang dipasar-
pasar itu'biasanya pol pp yang, nertlbkan
+ (DH, desember 2013). \

demikian pula

umum  khususnya

Untuk__mencari kebenaran-dari pernyataan yz;hg_

disﬁmpa'rkan oleh DH sebagaimana Kkutipan

~ wawarcara di atas, maka peneliti mengkonflrmas! ;
kemball kepada pihak Satpol PP yang kemudian

pertanyaan yang sama terkait koordinasi i.hi
Staf
ndang Undangan pada Satuan Polisi Pamong

oleh Penegakkaﬁ Peratufan

M a Kota Pontianak sebagai berikut: r

“Itu sebenarnye kite tu dengan' dinas

sosial; itukan sebenarnye kite kaordinasi

tu, sebenarnye inikan tupoks Juntok ee
—anjal, gepeng; orgil ini tu sebenarnyekan
skpd teknis-dinas sosial, sebeharnye dinas
sogal ,itu koordinas dengan satpol pp
untok menertibkannye”  ha tapi
kenyataannye satpol pp; pak wali taunye
pol pp jak, seharusnyekan dari dinas
sosial yang=koordinasi dengan satpol pp,
nah ni tolong ni untok kelapangannye
untok menertibkan, tapi selama ini bahkan
langsung, pak wali juga ndak tau kok
langsung ke pol pp , biase dari pak wali
langsung ke kasat, kasat ke anggota” (Ml,
Januari 2013).

(itu sebenarnya kita berkoordinasi dengan
dinas sosia, tupoksi untuk menertibkan
anjal, gepeng, orgil itu sebenarnya SKPD
dinas sosial, dan sebenarnya dinas sosial
itu berkoordinasi dengan satpol pp untuk
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menertibkannya.  Tapi  kenyataannya
Bapak Wali hanya mengetahui satpol pp
sgja, seharusnya dari dinas sosia yang
koordinasi dengan satpol pp, pak wali juga
tidak menegetahui kenapa langsung ke
satpol pp, biasanya dari pak wali langsung
ke samsat dan dari samsat ke anggota)

Dalam ha ini terjadi ketidaksesuaian antara
yang seharusnya dengan yang senyatanya terjadi
terhadap koordinasi yang dijalankan oleh dua

instansi Pemerintah Kota Pontianak yakni antara

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dgn e

Satuan Polis Pamong Prgja. Hal tersebu‘l‘ tampak

nl'

L j

_.’-r"'
“Ya itulah kur,ang tau ape kenape selama
ini kalau nertibkan kan yang keordinasi tu
bukan, satpol ppnye seharusnyekan dinas
sosafl kan sesuai..dengan tupoksinye itu,
tap| itu faktanya pol ppkan ini, Istllahnye

#*gimanye ye koordinasi kalau teorinye ow
# udah berjalan dengan baik, tetap pasti
ngomong “~udah baek, jeladah, ndak

dari pernyataan berikut:

mungkinlah bilang ndak baek haaaa (jelas

ada;.- terlepas  koordinasi
sesuai dengan tupoksi atau tidak” «(Ml,
Januari 2014).

(ya begitulah kurang tahu juga ken
selama ini kalau menertibkan y
koordinasi itu bukan satpol pp seharusdy
, dinas sosid karena sesuai derigan
] tupoksinya Istilahnya koordinasi teorinya
Jsudah berjalan dengan baik, tetap sgja
ngomong sudah baik, tidak mungkinkan
mengatakan tidak baik, ya koordinasi jelas

beliau.sambil tertawa) ya koordinasi jelas =
itu berjalan =

H»—

'.1

yang baik dari bawahan dengan disertai dukungan
oleh atasan.

Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan
oleh pihak-pihak tersebut?,

kemudian dijawab kembali oleh orang yang sama

pertanyaan itu

dari Satpol PP dengan jawaban sebagai berikut:

“Ye koordinasinye itukan kalau dari dinas
sosial misalnye gimane ya ada gepeng
ditemukan, itukan harusnye die menyurati
atau koordinasi dengan satpol pp,lye
namenye dinas kan secara kelembagaan

. ye ndak mungkinlah hanya langsung, tapi
B|éSen¥e sih langsung, padahal secara
admnlstrasrkfm harusnyekan pakai surat
kan, tapi kad"ang, kadang langsung jak
melalui sms atau telpon (MI, Januari
2014). Ty

LY

7 (ya koordinasinya itu kalau dafiy dinas
sosial misalnya adarditemukan gebang,
seharusnya dia mengirim surat atau
Kkoordinasi dulu dengan”satpol pp, yang

namanya dinas  biasanya  secard
kelembagaan tidak mungkin hanya secara
langsung, walaupun biasanya ,langsung,
padahal secara administrasi harusnya
pakai surat, tapi kadang-kadang Iangsuhg
melalui sms atau telephon).

..i"'d‘Berdasarkan hasil wawancara dari berrbagaj

I'I‘ sumber menunjukkan bahwa semakin jelasadanya

adeﬁ'gerlepas koordinasi itu berjalan sesuai . _

dendan tupoksi atau tidak).

Pernyataan 1-dari Staf Penégakkan Peraturan
Perundang- Undangampada Satuan Polisi Pamong
Praja K ota Pontianak tersebut SerTaKine menegaskan.
adanya ketimpangan dalam koordinasi dua instansi
Terbukti
pekerjaan yang tidak mudah. koordinasi merupakan

ini. bahwa Koordinas merupakan
suatu usaha adanya penyesuaian dari unit-unit yang
ada dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan
sehingga tercapainya tujuan akhir dengan hasil
yang baik, hal ini akan terwujud jika adanya usaha
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tumpang tindih dalam pelaksanaan I_(,f)ordinasi

kedua-dinas terkait ini..Koordinasi yanq.-s.eharumya

dilaksanakan ~ dengan : menggunakan  prosedur
¥

~Sadministrasiyang resmi tidak digéntikan dengan

koordinasi yang tidak resmi da_r}'t:erkegan formalitas
Semata, )J/_a_kni_ _hanya 'm'el"él"ai SMS atau telpon.
Secr;rla- prosedural administrasi  yang baik,
dilakukan

dari

seharusnya  koordinasi dengan

menggunakan surat resmi masi ng-masing
instansi yang diberikan kepada dinas yang hendak
dituju atau digjak berkoordinasi. Dengan demikian
tentu akan terjalin komunikasi yang lebih baik
dalam  konteks

sesuai  kepentingan  yakni

menjalankan tugas.
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b. Pembagian Tugas

Koordinas: memiliki kaitan erat dengan adanya
pembagian tugas, karena bila ada koordinasi antar
instansi pemerintah terkait, maka tentu akan
diperlukan pembagian tugas diantaranya. Dalam
seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya bahwa terdapat koordinas antara
Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pontianak, maka

juga ada pembagian tugas yakni:

penelitian ini,

“pembagian tugas antara kita dengan pol_ e,

pp untok menertibkan pengem|s ye.sitpbl
pp yang nertibkan macam ngera2|a
gitukan, nah k|te yang melakukan
pembinaannye. J engenus tu abis di
jaring pol pp, trdS dibawa kesini untuk kite
bina” (DH Desember 2013)

(pembagl an tugas.antara kita dengan satpo
pp untuk menertibkan pengemis- adalah

#'satpol  pp wyang menertibkan  seperti

,-*' melakukan , razia , dan kita Yyang

mel akukan- pembinaannya. Jadi- pengemis
L itu 'setelah dijaring pol pp kenudian

| dibawa kesini untuk kita bina). »

|

So'sial tersebut menunjukkan adanya pembagian
tugas dengan pihak Satpol PP Kota Pontlarka
yakn!,tugas menertibkan ada di Satpol PP dan tuq‘a‘r?
untuk 1pembmaan ada pada Dinas Sosial Kﬂta
Pontlanqk. Pembagian tugas mutlak dilakukan
dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih
tidak

menlmbulkan _penumpukan pekerjaan pada sty

dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar

titik dan kekosongan pada_ tittk yang lain.

Kesadaran akan t::\ng_gung jawab harus ditanamkan’

pada setiap anggoEl organisas, _agar setiap
pelaksanaan pekerjaan jelas siapa yang “memiliki

tanggung jawab. Inti pembagian tugas adalah

anggota organisasi mengetahui siapa mengerjakan

apa.

“Itu tadi tupoksi satpol pp hanya sebatas
menertibkan ya untuk tindak lanjutnya itu
sebenarnya skpd teknis tugas dinas sosial
itu tadi kan untok ee proses
pembinaannye, sampek ke  proses
pemulangan itukan di dinas sosial”
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| Kutipan wawancara dengan Kepala Rehabilitas T
o

i__?‘

(itu tadi tupoksi satpol pp hanya sebatas
menertibkan sgja untuk tindak lanjutnya
itu sebenarnya SKPD teknis tugas dinas
sosid dan untuk proses pembinaannya
sampai ke proses pemulangan itu di dinas
sosia).

Pernyataan yang disampaikan oleh staf
Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan pada
Satuan Polis Pamong Prgja Kota Pontianak
sebagaimana kutipan di atas kembali memberikan
penegasan

tentang adanya pembagian tugas

'b‘imtarg keduanya. Dalam pengorganisasian

aparatur _pemerintah pembagian tugas ini

menghendaki adanya perumu&an tugas yang jelas,
sehingga dapat dicegah duphkasu benturan dan

kekaburan dalam pel aksanaan tugas masing-masing

instansi.
Namun dari hesil observas yang™elah

dilak';Jkan_ peneliti  didapatkan  hasil baﬁ{WQ

_pengemis yang telah berhasl dijaring tidak

' Iangsul";g diserahkan kepada Dinas Sosia namun

masih ditampung di kantor Satuan:Polis Pamong

| y
Prga. selain itu, setelah melakukan observasi .ke

+ k_-.JQLt Pelayanan Rehabilitas Sosial (UPRS), peneliti
'J

menemukan satupun dari pengemis yang/ ada
..d'aw‘tldak ada aktivitas apapun di sana. P
UPRS yang berada di
Kelurahan Pal Lima ini
penghunl padahal ada beberapa orang pengemls

Gang Romansa

terlihat sepi tanpa

. yang telah*berhasildij Jarlng oleh Setpol PP dan

~ditampung di sana. Hal ini men,unjukkan bahwa

tampak masih terjadi tumpa'ﬁg tindih dalam

pelaksanaannya. Seielah™me mengkonflrmas hal ini
pada narasumber didapatilah pernyataan sebagai
berikut:

“kalau pembinaan tu bise dimane jak, di
satpol pp pon bise, nanti kite yang datang
ke sana, biase saye yang kesana langsung,
masalah tempat tu jangan dijadikan
masalah”(DH, Desember 2013).

(kalau pembinaan itu bisa dimana sgja, di
satpol pp juga bisa, nanti kita yang datang
ke sana biasanya juga saya yang kesana

6
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langsung, masalah tempat
dijadikan masalah).

itu jangan

Ungkapan sebagaimana di atas bersumber dari
Kepala Rehabilitas Sosial Kota Pontianak, bertolak
belakang dengan pernyataan dari Staf Penegakan
Perundang-Undangan di Satuan Poliss Pamong
Prgjayakni:

“Tapi dinas sosial tu sebenar tupoksi tulah
, satpol pp tu kan ee sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi kan eee pengawal,
pengaman dan penegak perda, semqa.r-" -
perda tukan muaranya di satpaf pp,
makanya pol pp yaqgf’berhubungan
dengan ee gepeng_‘ ya anjal dan orgil ya
itu satpol pp~ “Sebenar sebatas_hanya
menertiblr<an‘, menertibakan, “selanjutnya
nah __i‘t:,u"fnungkin untuk pembinaan, ha ada
preses pemulangan; itu skpd teknis ya itu
4ﬂ|nas sosial, yang itu tadi mesti’ kalau
untuk pembinaankan dinas sosial, apakah
i itu udah“dilaksanakan atau belom 'kite

juga®ndak tau segjauh mana pembinaan

1 yarig“dilakukan oleh dinas sosial kan” -
| (M, Januari 2014).

1

o |

\ (tapi- dinas sosia itu sebenarnya itulah \
A tupoksinya, satpol pp itukan kalau ses;uaj l t
§  dengan tugas pokok dan fungsinya ya L]
]

X pengawal, pengaman dan penegak perﬂiI

T

yang ditemui oleh peneliti di Pasar Sudirman Kota
Pontianak sebagaimana berikut:

“saye udah 2 kali dirazia same satpol pp,
tapi ndak pernah dibina, dikasi pelatihan
pon ndak ade, cume dirazia langsong
dipulangkan ke gg. Jambu Mente tu rumah
saye” (SKM, Januari 2014).

(saya sudah 2 kali dirazia oleh satpol pp,
tapi tidak pernah dibina, diberi pelatihan
juga tidak ada, hanya dirazia kemudian
langsung dipulangkan ke rumah saya di
gg. Jambu Mente).

SeTamutnya pengemis lain yang juga diwawancara
mengatakan%alwg:

“nenek pern"éTr—lgena angkot same petugas
tu sekali jak, tapi 'ha.bes ditanya-tanya tu,
ditanyak name ape segale tu, langsung
disuruh pulang, ndak ade pula dibina-bina
ape tu” (NHY, Januari 2014). ™,

(nenek pernah kena angkut sama pétt,@as
sekali, tapi setelah itu hanya ditanya-tarlya
seperti nama dan lain sebagainya langsung
#dipulangkan, tidek ada yang namanya
 dibina). ,

Berdasarkan kutipan wawancara dengan baoqk
dari 3 orang anak yang saat ini berusia;45 tahdn

q telah 7 tahun mengemis ini, serta seorang

a .1 ri?1ek berusia 68 tahun yang keduanya merupakan

‘; semua perda itu bermuara di satpol pp " -l "ﬁengems di Pasar Sudirman, semakin mengu'atkan

-jrmakanya pol pp yang berhubungan dengan i iy
@epeng, anja, dan orgil. Ya scbenarnya
atpol pp hanya. sebatas- menertibkan,
seléhj utnya itu mungkin untuk pembinaan .

dan 'ada proses pemulangan itu SKPD
teknis dinas sosid, kal au-untuk pembinaan

di dmas_ sosial, apakah -itu’ sudah
dilaksanakém@tau belum kita juga tidak

tahu sgjauh  maha==pembinaan yang
dilakukan oleh dinas sosial).

Pernyataan dari Ml atas

kembali

pelaksanaan pembagian tugas antara kedua instansi

sebagaimana di

menimbulkan tanda tanya tentang

pemerintah ini. Untuk mencari kejelasan lebih

lanjut, maka ditemukan pernyataan dari pengemis
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tentang adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
pembagian tugas, khususnya yang dilakykm oleh

_ Dinas'Sosial dan Tenaga KerjaKota Pqnfianak.

Pembagian tugas yang jelas, akqn memberikan

"tanggung jawab 'pada setiap orgapi's%si terkait yang

saling berkoordinasi. I_Df_‘nqgar'l' membandingkan
pada hasil.observas“yang di dapat oleh peneliti di
lapangan dengan hasil wawancara dari berbagi
narasumber, maka semakin mempertegas bahwa
terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pembagian

tugas diantara keduainstansi ini.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan
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